
 

 
 

 
 

  BUPATI TANGERANG 

PROVINSI BANTEN 
 

PERATURAN BUPATI TANGERANG  

NOMOR 76 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
    

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG  

NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA 
PENANGANAN TANGGAP BENCANA PADA DINAS PENANGGULANGAN 

BENCANA DAN KEBAKARAN KABUPATEN TANGERANG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TANGERANG, 

 

Menimbang : a. bahwa besaran bantuan korban bencana telah diatur 
dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 7 Tahun 2013 

tentang Pedoman Penggunaan Dana Penanganan Tanggap 
Bencana Pada Dinas Penanggulangan Bencana Dan 
Kebakaran Kabupaten Tangerang; 

 
b. bahwa dengan adanya musibah kebakaran di Kecamatan 

Kosambi Kabupaten Tangerang yang sifatnya tidak biasa 
atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan 
sebelumnya dan menimbulkan banyak korban jiwa 

manusia yang harus mendapatkan bantuan segera dan 
untuk   tertib  administrasi pengelolaan   belanja   tidak 
terduga  dalam   rangka  pendanaan penanggulangan  

bencana alam   dan   bencana   sosial   yang 
bersifat tanggap darurat, perlu dilakukan penyempurnaan 

terhadap Peraturan Bupati Tangerang  Nomor 7 Tahun 
2013 tentang Pedoman Penggunaan Dana Penanganan 
Tanggap Bencana Pada Dinas Penanggulangan Bencana 

Dan Kebakaran Kabupaten Tangerang; 
 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b,  perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Tangerang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penggunaan Dana Penanganan Tanggap Bencana Pada 
Dinas Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran 

Kabupaten Tangerang; 
 

 
Mengingat : 1. Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  

Republik  Indonesia Tahun 1945;  

 
2.Undang-Undang... 
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  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun No 4010); 
 
4. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang  

Keuangan  Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik lndonesia Nomor 4723); 
 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  

Indonesia  Tahun 2004  Nomor 126,  Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
10.Peraturan... 
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  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang  
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  nomor 
4828); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4829); 
 
12. Peraturan  Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang  

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4829); 
14. Peraturan  Pemerintah  Nomor 60 Tahun 2008                   

tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  
Nomor 127, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Nomor 4890); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 
16. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang 

Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana 
(BAKORNAS PB) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 
2005; 

 
17. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana; 

 
18. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017; 

 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
 

20.Peraturan... 
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  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13                           
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 
tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana; 

 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 

tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana 

dalam Penanggulangan Bencana; 
 
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Pemberian Dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita 

 
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor 12 Tahun 2010  Tentang Pedoman 

Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat; 
 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1                
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten 
Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 

Nomor Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 0108); 

 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 
2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 
0209). 

 
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016                    

Nomor 11); 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG  

NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN 
DANA PENANGANAN TANGGAP BENCANA PADA DINAS 
PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN 

KABUPATEN TANGERANG. 
 

 
Pasal I... 

 

 
 
 

 
 

 
 



   

  Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang  
Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Dana 
Penanganan Tanggap Bencana Pada Dinas Penanggulangan 

Bencana Dan Kebakaran Kabupaten Tangerang (Berita 
Daerah kabupaten Tangerang Tahun 2013 Nomor 07) diubah 
sehingga berbunyi sebagai  berikut : 

 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 6 diubah dan  

ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 22 angka 23, 
angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai : 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tangerang. 

2. Bupati adalah Bupati Tangerang. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang. 

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah 
merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi 

Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Dan 
Kebakaran. 

6. Kepala  Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Tangerang. 

7. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang 

digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap 
prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau 
pascabencana. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 
disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Tangerang . 

9. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah  
serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan 
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, 

kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan 
rehabilitasi. 

10. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan 
yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Dinas untuk 
jangka waktu tertentu. Status keadaan darurat dimulai 

sejak Kejadian hingga hari ke tiga dan dapat 
diperpanjang apabila diperlukan. 

 

11.Tanggap... 
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11. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan 

yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian 
bencana untuk menangani dampak buruk yang 
ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan 

evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan 
dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, 
penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 

12. Dana Tanggap Bencana adalah dana yang selalu tersedia 
dan dianggarkan oleh Pemerintah Daerah untuk 

digunakan pada saat terjadi bencana sampai dengan 
batas waktu tanggap Bencana berakhir. 

13. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang 

menderita atau meninggal dunia akibat bencana. 

14. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena 

dampak bencana. 

15. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang 
dan/atau badan hukum. 

16. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang 
terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya 
untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat 

dampak buruk bencana. 

17. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima 

tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, 
penyandang cacat dan orang lanjut usia. 

18. Instansi/lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang 

terkait dengan penanggulangan bencana. 

19. Sistem komando tanggap Bencana adalah suatu sistem 

dalam penanganan bencana pada status keadaan 
keadaan darurat, yang dalam sistem tersebut Kepala 
Dinas memiliki kemudahan akses berupa fungsi 

komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam 
satu komando guna pengerahan sumber daya manusia, 
peralatan, logistik, dan penyelamatan.  

20. Tim Reaksi Cepat Penangulangan Bencana adalah tim 
yang ditugaskan oleh kepala Dinas sesuai dengan 

kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat 
bencana dan dampak bencana, serta memberikan 
dukungan pendampingan dalam rangka penangangan 

darurat bencana. 

21. Komandan Tanggap Bencana adalah seorang Pejabat 
yang ditunjuk oleh Kepala Badan untuk melaksanakan 

fungsi Komando Tanggap Bencana. 

22. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat  yang  disebabkan,  baik  oleh   
faktor   alam   dan/atau faktor nonalam maupun faktor  

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 
manusia, kerusakan lingkungan,  kerugian harta benda, 

dan dampak psikologis. 
 

23.Bencana... 
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  23. Bencana Tidak Biasa adalah peristiwa atau rangkaian 

peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan 
dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik 
oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun 

faktor manusia yang mengakibatkan banyaknya korban 
jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta 
benda, dan dampak psikologis yang berat. 

  
24. Bencana Biasa adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa 

yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 
faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor 

manusia yang tidak banyak menimbulkan korban jiwa 
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, 

dan tidak berdampak psikologis yang berat. 
 

  2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai 

berikut : 

 
Pasal 6 

 

(1) Besaran bantuan kepada korban bencana biasa adalah 
sebagai berikut : 
a. Bantuan makan berupa beras adalah 0,4 Kg/Jiwa x 

hari. 
b. Bantuan makan dan minum berupa mie instans dan 

air mineral sebagai              berikut : 
1). mie instans 3 bungkus/jiwa x 1 hari. 
2). Air mineral 3 gelas/jiwa x 1 hari. 

c. Bantuan uang tunai yang bersifat stimulan dengan 
ketentuan sebagai berikut : 

1. Meninggal dunia  

2. Luka bakar 
3. Luka Ringan 

4. Rumah/Bangunan Rusak Total   
5. Rumah/Bangunan Rusak Berat  
6. Rumah/Bangunan Rusak 

Ringan                                   

Rp.3.000.000,-   

Rp.2.000.000,- 
Rp.1.000.000,- 

Rp.3.000.000,-
Rp.2.000.000,- 
Rp. 1.000.000,- 

 
(2) Besaran bantuan kepada korban bencana tidak biasa 

adalah sebagai berikut : 
 

1. Meninggal dunia  

2. Luka bakar  
- Luka Bakar (Berat)  
- Luka Bakar (Sedang dan Ringan) 

 

Rp.15.000.000,- 

 
Rp.10.000.000,- 
Rp.5.000.000,- 

 

Pasal II... 
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Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tangerang. 

 
 Ditetapkan di Tigaraksa 

            pada  tanggal 27 Oktober 2017 

 
BUPATI TANGERANG, 

 
 

Ttd 
 
 

A. ZAKI ISKANDAR 
 

Diundangkan di Tigaraksa  
Pada tanggal   27 Oktober 2017     

   
SEKRETARIS DAERAH, 

 
                          Ttd 

 
 

H. MOCH. MAESYAL RASYID 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN  2017 NOMOR  76 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


